PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR {t/ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI], TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN

HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEW AN

Menimbang

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantainn Barat sebagaimana telah
diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
telah dibentuk Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Barat;

bahwa dalam rangka efisiensi dan  efektivitas
pelaksanacn tugas, fungsi, dan tata kerja pelayanan
kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan
klinik hewan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat,
maka Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan
Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik
Hewan Provinsi Kalimantan Barat yang telah dibentuk
dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017,
perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pémben‘cukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi séita Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat
Veteriner, dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat;
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Mengingat

.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun - 1956 tentang -

Pembentukan  Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi =

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia I\;l{omor 1106);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 - tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan

Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Repubhk |

Indonesia Nomor 2824); S
Undang-Undang Nomor 18 Tahun :2009 B _'ten'tal‘zg '
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang- Undang “Nomor 18

Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan 'Hewai?’ e
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 2014 S
Nomor 338, Tambahan Lembaran - Negara Repubhk'.

Indonesia Nomor 5619),

Undang*Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenta.ng Aparatur E L
Sipil Negara (Lembaran Negara - Repubhk Indgnesm;;_ PEFEE
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan - Lembaran Negaraiz. R

Republik IndoneSla Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 - Tahun - 2014 téﬁt’ar.ig F S Rt
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiﬂ{f-s_ L
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran_f'.}_'_' AR
Negara Republik Indonésia Nomor 558’7) sebagalmana
telah diubah beberapa - kali “dan. terakhir dengan . .
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ientazw Cipta. .
Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indonesza Tahun 2020.;’-_:-: SR :_
Nomor 245, Tambahan ' Lembaran . Negam Repubhk*“_ S

Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 95 ’I‘ahun 2012 tentanw}‘ EiR

Kesehatan  Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan{

Hewan (Lembaran Negara Republik - Indc)nema Tahun'_:f' . :
2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran: Negaxa Repubhk”f R

Indonesia N omor 5356);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 lahun 2014 tentangi _' o
Pengendahan dan Penanggulangaﬁ Penyaklt Hewan .. oo

(Lembaran Negara Republik' Indones1a Tahun 2014 '.

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia N omor 5543);
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Menetaplkan

10.
11.

12,

13.

PERATURAN GUBERNUR TEN’I‘ANG PERUEAHAN ATAS_@_'-_- =
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2017 =
TENTANG ~ PEMBENTUKAN, 'SUSUNAN ORGANISASL,
TUGAS DAN = FUNGSI - SERTA™ TATA KERJA UNIT';-:Z:---'- i

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesza :
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebaoaxma;na telah
diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persmgkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 ==
Nomor 18’7 Tambahan . Lembaran Negara Repubhk*_“i_- R RREE

Indonesia Nomor 6402},

Peraturan Pemermtah Nomor 3 Tahun 2017 teﬂtang e
Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tt
Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara'[ e

Republik Indonesia Nomor 6019); _ .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 o

tentang Pedoman Pembentukan dan Iﬂasﬁlkasl Cabarlg'{ g '
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berlta Neg&ua_': EE

Republik Indenesua Tahun- 2017 Nomor 451)

Peraturan Daerah  Nomor 8 Tahun 2016 tentang;_i
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ‘Provinsi .
Kalimantan — Barat (Lembaran =~ Daerah - Provinsi =~

Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor '8, Tambahan"_f

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor oy
sebagaimana telah diubah beber apakah dan’; terakhzr’.; 0 I
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang-.: SRR
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Ne:ame:)r 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran =
Daerah Provinsi Kalimantan Barat: Tahun 2021 Nomor: =

5, Tambahan Lembaran" Daerah P1 ovzns1 Kahmamany_j el

Barat Nomor 5);

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang G
Keduduk an, -Susunan Orgamsam ’I‘ugas dan’ Fungs;'ﬂ-{:
serta Tata Kerja Dinas Perkebuman dan Petemakan_'_-'ﬁ__._}-- s
Provinsi Kahmantan ‘Rarat {Bemta Daerah Provmm

Kahmantan Barat Tahun 2021 Nornor 56)

MEMUTUSKAN:

PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

KESEHATAN . MASYARAKAT - VETERINER DAN KL{N{K;}{;&

HEWAN PROVINSE KALIMANTAN BARAT
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Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata .

Kerja

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan, “Kesehatan

Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat (Berita -
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 86), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

D

10.

11.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. _ |
Pemerintah Daerah adalaih Gubernur sebagai unsur penyelenggara - E
Pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan - ‘umsmq D
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pr ovinsi Kahmantan Ba} at '
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Dinas adalah Dinas Per kebunan dan Peternakan Provzn51 Kaﬁixman‘tan R

Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan daﬂ Pe‘tez nakan'
Provinsi Kalimantan Barat!

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan }Iewan, Kesehaiazi .

Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan yang selanjutnya: c'tlsebut UPT -
Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyaraka’c Veteriner dan .

Klinik Hewan adalah unit teknis operasional “yang melaksanakan e : o |
kegiatan teknis tertentu dibidang pelayanan- kesehatan hewan IS

kesehatan masyarakat vetériner dan klinik hewan. -

Kepala UPT adalah Kepala UPT  Pelayanan . Kesehatan Hewa_n o - |
Kesehatan Masyarakat Vetermer dan Klinik Hewan ' Provms1 Kahmantan R

Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dzsmgkat ASN adalah p1 ofesz-; - E
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peljanjlan:_ T

kerja yang bekerja pada 1natan31 pemerintah. -

Pegawal Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya dlgebu‘t Pegawai ASN s
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian =~ =
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawalaﬁ dan dlserahf{
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi’ tugas 1’1(-}0&1_1 a'__:' e

lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundaﬂg—ﬁndmgan

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adaiah warga_f .
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat. ‘sebagai o
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pemblna kepegawalam urxtuk' R

mendudulki jabatan pemermtahan

Jabatan Administrasi adalah sekelompokjabatan yang: bemsz fungsz dan-'“ :  _
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta adm1mstra81ﬁj S .

pemerintahan dan pembangunan.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

~B.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan |

Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu

Pejabat Fungsional adalﬁh Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

Kesehatan Hewan adalah segala urusan vyang berkaitan dengan
perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan,
pengendalian dan peneinggulangan penyakit hewan; - penolakan -
penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan
peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. S

Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urﬂs'a:ri'. yang '_ y -
berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang 'secf:afa langsung -

atau tidak langsung mempengamhx kesehatan manusia.-

Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, pmduk )
hewan dan penyakit hewan

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebaglan deul N Il
siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara ba1k yang.

dipelihara maupun yang ch habitatnya.

Hewan peliharaan adalah hewan yang kemdupaimya Untuk Sebaglani_ R

atau seluruhnya ber gantung pada manusia untuk maksud tex tentu

Ternak adalah hewan pehharaan yang produknya - dlperuntukkan I,

sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasﬂ
ikutannya yvang terkait demgan pertanian, : e

. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewarl yang a’:mtara- G _.
lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif gangguan; o

metabolisme, trauma, kez acunan, infestasi paraszt dan : mfeksa 7,

mikroorganisime patogen seperti virus, bakteri, cendavvar, dan rlckeisza S

Zoonosis adalah penyak1t yvang dapat menular- dam hewan kepada.: ]

manusia atau sebaliknya. .

Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal darz hewan yang

masih segar dan/atau telah diolah atau d1p1 oses -untuk keperluan'_g 3 |
konsumsi, farmakosetika, pertanian dan/atau kegunaan Iam baglf--- B

pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai befikut: e

(1)

Pasal 6

Susunan Organisasi UPT Pelayanan Kesehatan Hewan Kesehata:ﬁ

Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan sebagaimana chmaksud dalam-- SenE

Pasal 2 ayat (1), terdiri dar1
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a. Kepala UPT,
b. Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Klinik Hewan dan

oo

Veteriner;

(2) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Kesehatan Hewa”n Keschatan s
Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan sebagaimana tercantum’ dalam'_z'_-_

lampiran yang mer upal«.an bagian tidak terplsahkan dau Peratuz an
Gubernur ini. : '

Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 15 diubah, sehmgga berbunyl sebagm
berikut:

Bagian Ketujuh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional- ':_ o

" Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Furigsional berkedudulxan d1 : bawah daﬁ

bertanggung jawab secara -langsung kepada Pe Jabat P:mpm:«m ’I?ingbcq

Pejabat Administrator, atau Pejabat. Pengawas yang memzhkz o
keterkaitan dengan pelalxsanaan tugas jabatan’ fungszonal ber dasarkanf'j-’. 2

jenjangnya sesuai Letentuan peraturan pemndang undangan e
(2) Kelompok Jabatan Funcsaonal memiliki tugas membemkan pelayanan**_

fungsional vang berdasarkan keahlian & dan keterampﬂan sesual- s

ketentuan peraturan perundang- undamgma

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional d1tetapkan Sesual ketentuan_ﬁ*ig"f

peraturan perundang- undangan

Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakm ‘Pasa,l IE%A S

sehingga berbunyi sebagai berlkut
Pasal 18A

(1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Admimstram k:e dalam h g
Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis’ dﬁakukan'_ﬁ
setelah mendapat penetapan atau persetujuan- dan kemen‘tel 1an terkmt; R

sesual ketentuan perdturan perundang—undangan

(2) Bagi Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan penyetal aan maupun
penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungs;onal e

dapat ditetapkan Koordinator Kelomipok Jabatan Fungsional dengan

Keputusan Kepala Unit Pelaksana Tekriis: sesueu keteniuam peraturani‘-_-:; - -_ ';;3_'::3

perundang-undangan.

(3) Rincian tugas dan fungsi koordmaﬁ tugas tambahan ser ta pengeiolaan:

kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan - Pungswnai Sebagaimc'm&{'

dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Kepumsan Kepala}:
Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peratul an perundangm' Sk 8

undangan,
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5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berilut:
Pasal 22

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi peénataan kelembagaan
dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, selta Teformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daefah yang
bertanggungjawab di Bidang Organisasi

6. Ketenfuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal23

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT Pelayanan
Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
Provinsi Kalimantan Barat, tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum
ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernul ini dengan penempatannya dalam Belita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal tvigs

) GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,§

'L suTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

AL. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR (e




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOCR TAHUN 2021 : '

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 86 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS  DAN R
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN -
KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK L
HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT '

KEPALA UPT

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI - SEKSI Al
LABOR ATORIUM KESEHATAN LABORATORIUM. I{BS}‘HA’I‘AE\E
HEWAN DAN KLINIK HEWAN MASYARAKAT VETERINER |

DAN INFORMASI VETERINER | =~

_» GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 6 = =




